Menimbang

Mengingat

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



8.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);
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20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menetapkan

dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan angka 8 dihapus,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o u ko

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.

Menteri adalah Menteri yang menangani Desa.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Bupati adalah Bupati Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dihapus.
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Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan  dihormati dalam = sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa  pelayanan dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh  penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari
seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa
melalui rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari

APB Desa melalui rekening kas Desa.
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Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pedapatan Desa dengan belanja Desa.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Unsur masyarakat adalah  kelompok-kelompok
masyarakat Desa yang masing-masing kelompok
memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan
satu sama lain sebagai anggota kelompok.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan  fungsi
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau
yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil
Keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala

Desa.
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Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan
yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan
bersifat mengatur.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang
bersifat konkrit, individual, dan final.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengundangan adalah penempatan peraturan di Desa
dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan  Masyarakat Desa  berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat
Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau
yang muncul karena perkembangan Desa dan

prakasa masyarakat Desa.
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Pembangunan Desa adalah wupaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Perencanaan pembangunan Desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan Desa.

Kawasan Perdesaan adalah  kawasan = yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah wupaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Pendampingan Desa adalah  kegiatan untuk
melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat
melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan
fasilitasi Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan  kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

memberdayakan masyarakat.
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Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
Pemilihan  Kepala Desa adalah  pelaksanaan
kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih
Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
yang selanjutnya  disebut Panitia  Pemilihan
Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa
yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai
calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa
yang memperoleh suara terbanyak dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia
yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan
Kepala Desa.

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan
dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas

kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.



o1.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

12

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian
dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber
daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang
dihadapi Desa.

Hari adalah hari kerja.

Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11

Bupati setelah menerima hasil kesepakatan
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan

Desa Persiapan.
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Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Bagian Hukum;

b. Camat; dan
unsur akademisi di bidang pemerintahan,
perencanaan pengembangan wilayah,
pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas

melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa

persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke

dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak
tidaknya dibentuk Desa persiapan.

Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan

layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang

pembentukan Desa persiapan.

Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf g Pasal 52 diubah,

sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui

keberadaannya;
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c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa serta
telah dikenai sanksi administratif berupa teguran
lisan dan/atau teguran tertulis dan dilakukan
tindakan pemberhentian sementara;

e. adanya perubahan status Desa menjadi
Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa serta telah dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
dan dilakukan tindakan pemberhentian
sementara; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada

Bupati melalui Camat.

Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi

terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses

selanjutnya.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BPD

kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 53 diubah

dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga

Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 53

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati

karena:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa setelah dikenai sanksi administratif berupa
teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa setelah
dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis;
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c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun  berdasarkan  register  perkara  di
pengadilan; atau

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan Negara.

(2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan
huruf d diberhentikan oleh Bupati setelah
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat

Provinsi dan Daerah.

Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 60A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

(1) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a
dapat diberikan tanda penghargaan berupa dana
purna bakti yang dialokasikan dalam APB Desa.

(2) Besaran dana purna bakti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) kali dari
penghasilan tetap Kepala Desa.

(3) Tanda penghargaan berupa dana purna bakti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Kepala Desa setelah ditetapkannya
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian
Kepala Desa.

(4) Tanda penghargaan berupa dana purna bakti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

Pendapatan Asli Desa.
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Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 62

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris
Desa dibantu oleh wunsur staf sekretariat yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi Pemerintahan.

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan
dan paling sedikit 2 (dua) urusan.

Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(3)

Pasal 65

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari
penduduk yang telah memenuhi persyaratan umum
dan khusus.

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
atas atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42
(empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
dan

c. memenuhi kelengkapan persyaratan
administrasi.

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut:
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berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek
setempat;

bebas dari penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif yang dibuktikan
dengan surat Keterangan dari instansi
pemerintah yang berwenang;

tidak sedang menjalani pidana penjara atau
kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana kejahatan dengan ancaman hukuman

paling singkat 5 (lima) tahun.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c terdiri

atas:

a.

Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan
tanda penduduk;

surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas bermaterai;

surat pernyataan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas bermaterai,

ijjazah pendidikan dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang;

akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
rumah sakit pemerintah; dan

surat permohonan menjadi perangkat Desa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa
yang diproses melalui penjaringan dan

penyaringan.
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Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3),

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 67

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi
Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak
sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat
menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai
pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan
perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b diubah, ditambah

5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),

dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 70

Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia:

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
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b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat S5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat
Desa; atau

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian  Perangkat Desa  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan

disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian  Perangkat Desa  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikonsultasikan oleh

Kepala Desa kepada Camat.

Camat memberikan rekomendasi tertulis yang

memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa

yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan

pemberhentian Perangkat Desa.

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh

Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa

dengan Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 71

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh

Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pemberhentian sementara perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau

tindak pidana terhadap keamanan negara;
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b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun  berdasarkan  register perkara  di
pengadilan;

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan

kepada jabatan semula.

Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 2 (dua) pasal

yakni Pasal 71A dan Pasal 71B, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

()

Pasal 71A

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat

Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong

dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap

oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat

perintah tugas yang tembusannya disampaikan

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong

paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa

yang bersangkutan berhenti.

Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan

cara:

a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di
lingkungan Pemerintah Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat
Desa.

Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
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Pasal 71B

Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat
Desa.

Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan
Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wunsur staf
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 73 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari
ADD.

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa menggunakan
penghitungan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengalokasian batas minimal sampai dengan
maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi,
jumlah perangkat, kompleksitas tugas
Pemerintahan, dan letak geografis.

Dihapus.

Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  besaran
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 74 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4)

dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 74

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73, Kepala Desa dan
Perangkat Desa  menerima  tunjangan dan
penerimaan lain yang sah.
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Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari APB Desa dan besarannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan
sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Selain menerima tunjangan dan penerimaan lain
yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima jaminan
kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan
penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan
jabatan Perangkat Desa.

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 75 dihapus.

Ketentuan Pasal 76 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 76

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara

serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang

sama di seluruh Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa di wilayah Kabupaten Malang;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan

sebagai Penjabat Kepala Desa.
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Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun.

Dihapus.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa
dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a dan g diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 78

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Kabupaten.

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan Tingkat Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa terhadap panitia
pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak
suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara serta perlengkapan
pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia
Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta
membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Masa Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Kabupaten berakhir setelah selesainya seluruh

tahapan pemilihan Kepala Desa terlantik.

17. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a.
b.

C.

warga negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal lka;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah
Menengah Pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
dihapus;

tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara;

tidak  pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan

sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
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j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan

putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat jasmani dan rohani;

l. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan
obat-obatan terlarang lainnya; dan

m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 104 ditambah 2 ayat yakni ayat (4) dan

ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 104

Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan
diri.

Apabila terjadi pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka secara administratif
tidak dianggap terjadi pengunduran diri.

Dalam hal calon Kepala Desa yang mengundurkan
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendapatkan dukungan suara terbanyak, maka
dianggap batal dan selanjutnya calon yang
mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Dalam hal setelah Calon Kepala Desa ditetapkan
dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
meninggal dunia dan hanya menyisakan 1 (satu)
orang Calon Kepala Desa, Bupati menunda
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan
waktu yang ditetapkan kemudian.

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.
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19. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

20.

21.

(2)

(3)

Pasal 120

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa terpilih.

Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan
suara sah yang lebih luas.

Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 123

Waktu pencoblosan dimulai Pukul 07.00 Waktu
Indonesia Barat dan ditutup pada Pukul 13.00
Waktu Indonesia Barat.

Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah
berada di TPS dan belum menggunakan hak
pilihnya, maka pencoblosan dilakukan perpanjangan
waktu sesuai dengan kebutuhan.

Perpanjangan waktu pencoblosan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita

acara.

Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 126

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan
dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun,
Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan
ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil
musyawarah Desa.



22.

(3)

27

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Kepala Desa diberhentikan.

Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui
musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa

yang diberhentikan.

Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 4 pasal
yakni Pasal 126A, Pasal 126B, Pasal 126C dan

Pasal 126D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 126A

BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
antar waktu.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri
atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya
disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
APB Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung
jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 126B

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126A ayat (3) melakukan
penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala
Desa antar waktu.

Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon
Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang

calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
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Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari

3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan
Desa;

b. tingkat pendidikan; dan/atau

c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang

dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan

memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh)

hari.

Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap

kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD

menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan

Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan

oleh BPD.

Pasal 126C

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan

melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka
waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala
Desa diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB
Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat
Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak panitia

terbentuk;
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pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh
Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;

pengumuman dan pendaftaran bakal calon
Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2
(dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)
orang calon yang dimintakan pengesahan
musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih dalam musyawarah

Desa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a.

penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin
oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan
pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa;

pengesahan calon Kepala Desa yang berhak
dipilih oleh  musyawarah  Desa  melalui
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan
suara;

pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa dan peserta
musyawarah Desa melalui mekanisme
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan
suara yang telah disepakati oleh musyawarah
Desa;

pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh
Panitia  Pemilihan Kepala Desa  kepada
musyawarah Desa; dan

pengesahan calon terpilih oleh musyawarah

Desa.
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Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ melibatkan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;

tokoh masyarakat;

c
d. tokoh pendidikan;

®

perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;

[S—ey

perwakilan kelompok pemerhati dan

perlindungan anak;

j- perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang
dari setiap dusun.
Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan
disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk yang
mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui
musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil
musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima

laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
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c. penerbitan keputusan Bupati tentang
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak  diterbitkan  keputusan = pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan
urutan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang

pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126D

BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa
terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan Bupati.

Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan Pasal 130 ayat (3) dan ayat (4) diubah serta

ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6),

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 130

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah
pasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling
banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan

keuangan desa.
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Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara
demokratis melalui proses pemilihan secara
langsung atau musyawarah perwakilan dengan
menjamin keterwakilan perempuan.

Dalam rangka proses pemilihan secara langsung

atau musyawarah perwakilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) Kepala Desa
membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat

Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah

anggota dan komposisi yang proporsional.

Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah

dusun, RW atau RT.

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah penduduk sampai dengan 6.999 (enam
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
jiwa, dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5
(lima) orang;

b. jumlah penduduk 7.000 (tujuh ribu) jiwa sampai
dengan 8.999 (delapan ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah
anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan

c. jumlah penduduk lebih dari 9.000 (sembilan
ribu) jiwa, dengan jumlah anggota BPD sebanyak

9 (sembilan) orang.

Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 4 (empat)
pasal yakni Pasal 130A, Pasal 130B, Pasal 130C dan
Pasal 130D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130A

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
wilayah; dan
Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan

perempuan.
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Pasal 130B

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130A
huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD
dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah

pemilihan dalam Desa.

Pasal 130C

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
perempuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130A huruf b dilakukan untuk memilih
1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang
memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki
kemampuan dalam menyuarakan dan
memperjuangan kepentingan perempuan.

Pemilihan wunsur wakil perempuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan

warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 130D

Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri
atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga)
orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8
(delapan) orang.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
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25. Ketentuan Pasal 131 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 131

Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 ayat (3) melakukan penjaringan dan
penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan
BPD berakhir.

Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD
yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD
yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD
ditetapkan melalui proses pemilihan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4),
panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan
langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat
yang mempunyai hak pilih.

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2),
calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah
perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang
mempunyai hak pilih.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota
BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari
sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau
musyawarah perwakilan.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling
lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan

dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
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26. Di antara Pasal 131 dan Pasal 132 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 131A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 131A

Persyaratan Kelengkapan Administrasi Calon Anggota
BPD sebagai berikut:

a.

Surat pernyataan bermaterai bahwa Calon Anggota

BPD:

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

3) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
dan/atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa;

4) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik;

5) bukan sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan
lain yang  ditentukan dalam = peraturan
perundangan-undangan;

6) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD
selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak
berturut-turut atau tidak berturut-turut baik di
Desa setempat atau diluar Desa; dan

7) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau

sudah/pernah menikah saat terdaftar;

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Wakil penduduk Desa yang dipilih secara

demokratis;
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Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT)
diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW) bertempat
tinggal di wilayah pemilihan;

surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari

Rumah Sakit Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 132 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi

28.

sebagai berikut:

(3)

Pasal 132

Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (6) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung
atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan
Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan
sumpah dan janji anggota BPD.

Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 3 (tiga)
pasal yakni Pasal 132A, Pasal 132B dan Pasal 132C,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya
bersumpah /berjanji secara bersama-sama
dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai

berikut:
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"Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota
Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah,

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 132B

Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A ayat (2),

didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya

masing-masing.

Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang

beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya
bersumpah?”;

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali
dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan
diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong
saya’”;

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi
Budha”; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah
Paramawisesa”.

Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan

penandatanganan berita acara pengucapan

sumpah /janji.

Pasal 132C

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132B ayat (3),

mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah.
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29. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai

30.

berikut:

Pasal 133

Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan
oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya
berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

Dalam hal calon anggota BPD nomor urut
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD,
digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut

berikutnya.

Di antara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 3 (tiga)
pasal yakni Pasal 133A, Pasal 133B dan Pasal 133C,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 133A

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang
diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa
menyampaikan usulan nama calon pengganti
anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati
melalui Camat.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan
anggota BPD yang diberhentikan antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
menyampaikan usulan nama calon pengganti
anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD
menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari

Kepala Desa.
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Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan
sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan
penandatanganan berita acara pengucapan

sumpah/janji.

Pasal 133B

Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan
sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 133C

Penggantian antar waktu anggota BPD tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota
BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan

anggota BPD.

Ketentuan Pasal 134 ayat (2) huruf b diubah dan

ditambah 7 (tujuh) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g,

huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k serta ayat (3) dan

ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 134

Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.
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(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, apabila:

a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa
keterangan apapun,;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
melanggar larangan sebagai anggota BPD;

tidak melaksanakan kewajiban;

I R oW S

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik
BPD;

g. dinyatakan Dbersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau
rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-
turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya perubahan status Desa menjadi
kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran
atau penghapusan Desa;

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
dan/atau

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 2 (dua)
pasal yakni Pasal 134A dan Pasal 134B, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 134A
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh

pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD

kepada Bupati melalui Kepala Desa.
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Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian
anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling
lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian.

Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian
anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
usul pemberhentian anggota BPD.

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 134B

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.

Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan
sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD,
diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan
BPD.

Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD
lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD

pengganti antar waktu.

Ketentuan mengenai judul Paragraf 4 Bagian Kesatu

BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Kelembagaan BPD

Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 135

Kelembagaan BPD terdiri atas:

a. pimpinan; dan

b. bidang.

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

c. 1 (satu) orang sekretaris.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembinaan kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dipimpin oleh ketua bidang.

Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai

anggota BPD.

Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 3 (tiga)
pasal yakni Pasal 135A, Pasal 135B dan Pasal 135C,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 135A

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan
BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi
BPD.

Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pimpinan BPD.

Pasal 135B

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dipilih dari dan
oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD

yang diadakan secara khusus.
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Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama
kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh
anggota termuda.

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang
berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang
berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD

lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 135C

Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135B ayat (1) yang terpilih, ditetapkan
dengan keputusan BPD.

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan

pengesahan Camat atas nama Bupati.

Ketentuan Pasal 136 Dihapus.

Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 137

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam
musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan
BPD;

c. waktu musyawarah BPD;
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d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
BPD;

e. tata cara musyawarah BPD;

f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD
dan anggota BPD; dan

g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pengaturan mengenai waktu musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;

b. tempat musyawarah;

c. jenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BPD.

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

meliputi:

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila
pimpinan dan anggota hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua
BPD berhalangan hadir;

c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua
dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan
musyawarah sesuai dengan bidang yang
ditentukan dan penetapan penggantian anggota
BPD antar waktu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e

meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan
Desa;

b. konsultasi mengenai rencana dan program
Pemerintah Desa;

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala
Desa; dan

d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi

masyarakat.
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(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak
menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf f meliputi:

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan
Pemerintahan Desa,;

b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
Desa atas pandangan BPD;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau
pendapat Kepala Desa; dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir
BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara
musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf g meliputi:

penyusunan notulen rapat;

a.
b. penyusunan berita acara;

o

format berita acara;

i

penandatanganan berita acara; dan

e. penyampaian berita acara.

Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan 1 (satu)
paragraf yakni Paragraf 5a, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Paragraf S5a

Musyawarah BPD

Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 138

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka

menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang

bersifat strategis.
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Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan
penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi
laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan

usulan pemberhentian anggota BPD.

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota BPD;

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara,;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud
dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui
oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1
(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan
Keputusan BPD dan dilampirinotulen

musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

40. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 141

Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.
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Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan
dalam musyawarah BPD.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BPD berhak:

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi,
pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
yang dilakukan di dalam negeri; dan

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi

pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 4 (empat)
pasal yakni Pasal 141A, Pasal 141B, Pasal 141C dan

Pasal 141D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk
memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 ayat (1) hurufe.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi
dan tunjangan lainnya.

Tunjangan  pelaksanaan tugas dan  fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tunjangan kedudukan.

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 141B

Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141A ayat (3) diberikan
berdasarkan kedudukan anggota dalam

kelembagaan BPD.
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(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141A ayat (4), dapat diberikan dalam hal
terdapat penambahan beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 141C

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf a, bersumber
dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan APB Desa.

Pasal 141D

(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3)
huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi
dan Daerah dalam 2 (dua) kategori:

a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.

(2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 143A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 143A

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk
mendapatkan aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat  kepada
Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang

menjadi kewenangannya,;
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melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
Kepala Desa;

meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
menyatakan  pendapat atas  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

mengawal aspirasi masyarakat, menjaga
kewibawaan dan  kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik;

menyusun peraturan tata tertib BPD;

menyampaikan laporan hasil pengawasan yang
bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya
operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa
untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Desa;

mengelola biaya operasional BPD;

mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi
Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam
rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Ketentuan Pasal 144 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4),

ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 144

BPD melaksanakan musyawarah desa untuk
menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
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a. penataan desa;

b. perencanaan desa;

c. kerjasama desa;

d. rencana investasi yang masuk ke desa;

e. pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan

g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit
satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai
kebutuhan.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

®

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

o ™

perwakilan kelompok perajin;

c. perwakilan kelompok perempuan;

d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan
anak; dan

j- perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Di antara Pasal 145 dan Pasal 146 disisipkan 7 (tujuh)

pasal yakni Pasal 145A, Pasal 145B, Pasal 145C,

Pasal 145D, Pasal 145E, Pasal 145F dan Pasal 145G,

sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 145A

BPD membentuk pantia Pemilihan Kepala Desa
serentak dan panitia Pemilihan Kepala Desa antar
waktu.

Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 145B

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145A
ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur
masyarakat.

Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban
tugas dan kemampuan pembiayaan.

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada BPD.

Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan
tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan
keputusan BPD.

Pasal 145C

Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145A ayat (1)
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal
calon Kepala Desa antar waktu.

Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu
menjadi calon Kepala Desa antar waktu, paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)
orang.

Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi
persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan
seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria
memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa,
tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang
ditetapkan Bupati.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang
waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan
waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan
kemudian.
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Pasal 145D

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus
untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan
panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala
Desa terpilih.

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon
Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada
BPD.

Pasal 145E

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145D ayat (3)
kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari
panitia pemilihan.

Pasal 145F

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud
pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 145G

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat
berdasarkan keputusan BPD.

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan
penilaian secara cermat dan objektif atas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman
suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.
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Ketentuan Pasal 146 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 146

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa,
masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD
didampingi oleh Dinas, tenaga pendamping
profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,
dan/atau pihak ketiga.

(2) Camat melakukan  koordinasi pendampingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Di antara Pasal 147 dan Pasal 148 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 147A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 147A

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang
harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga
Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada
Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi
Antar Kelembagaan Desa.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang
telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyepakati dan menyelesaikan berbagai

permasalahan aktual di Desa.

Ketentuan Pasal 153 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 153

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala
Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta
rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Di antara Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 166A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 166A

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif
dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan,
rencana, program, dan kegiatan para pihak pada
kawasan yang ditetapkan.

Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada
pengembangan  potensi dan/atau  pemecahan

masalah kawasan perdesaan.

Ketentuan Pasal 240 ayat (5) dan ayat (6) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 240

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.



50.

(3)

(4)

(6)

(7)

55

Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari
penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang
dipisahkan.

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang
disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga
sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan
kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme
APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang aset Desa.

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari

tabungan masyarakat dan atau  simpanan
masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan

kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB

Desa.

Di antara Pasal 264 dan Pasal 265 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 264A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas
sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat
keputusan pengangkatannya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang diangkat secara periodisasi yang telah habis

masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam
puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.
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Di antara Pasal 248 dan Pasal 249 disisipkan 1 (satu)

pasal yakni Pasal 248A, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 248A

(1) Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa
atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.

(2) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM
Desa.

(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
serta pengelolaan BUM Desa tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Penjelasan Pasal 237 diubah, sehingga

Penjelasan Pasal 237 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat ()

Yang dimaksud dengan = “Pelaksana

Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan  Desa” antara lain
Perangkat Desa, BPD, Ketua Rukun
Tetangga, Ketua Rukun Warga,

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembaga Adat Desa.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Mei 2020
BUPATI MALANG,

ttd.
SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO
Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2020 Nomor 1 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 29-2/2020



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG DESA

UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, perlu adanya perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa
ketentuan dalam peraturan daerah tersebut sekaligus juga diarahkan untuk
memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan

kebijakan mengenai Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.



Angka 2
Pasal 11
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 3

Pasal 52
Ayat

Ayat

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.

(1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kepala Desa diberhentikan karena:
1. Menjadi Pengurus Politik;
2. Menjadi Anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang; dan
3. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
(2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Angka 4
Pasal 53
Ayat

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

(3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

()

Cukup jelas.

(6)

Cukup jelas.

(7)

Cukup jelas.

(1)

Kepala Desa diberhentikan sementara karena:

1.
2.

Merugikan Kepentingan Umum,;

Membuat Keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;

Menyalahgunakan  wewenang, tugas, hak,
dan/atau kewajibannya;

Melakukan tindakan diskriminatif terhadap
warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat desa;

Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme,
menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak
lain yang dapat memengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;



Ayat

Ayat

Ayat

Angka 5

Pasal 60A
Ayat

Ayat
Ayat
Angka 6
Pasal 62

Ayat

Ayat

Ayat

7. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala
Daerah;

Melanggar sumpah /janji jabatan; dan

9. Meningkatkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

(1)

Yang dimaksud diberikan tanda penghargaan adalah
sebagai bentuk ucapan terima kasih Pemerintah
Daerah kepada mantan Kepala Desa atas jasa dan
pengabdiannya selama menjabat sebagai Kepala
Desa yang dapat berupa piagam penghargaan, tanda
jasa, tanda kehormatan dan/atau sejenisnya.

(2)

Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.

(2)

Jumlah urusan paling banyak terdiri atas 3 (tiga)
urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan
keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling
sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan
perencanaan, dan urusan keuangan.

(3)

Cukup jelas.



Angka 7
Pasal 65
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 8
Pasal 67
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 9
Pasal 70

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.



Ayat

Ayat

Ayat

Angka 10

Pasal 71

Ayat

Ayat

Ayat

Angka 11

Pasal 71A

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 71B
Ayat

Ayat
Angka 12
Pasal 73
Ayat

Ayat

Ayat

(5)
Cukup jelas.
(6)
Cukup jelas.
(7)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.



Ayat
Ayat
Angka 13
Pasal 74
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 14
Pasal 74A
Ayat

Ayat

Angka 15

(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 76
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

Ayat

Ayat

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.
(6)
Cukup jelas.
(7)
Cukup jelas.



Angka 17
Pasal 78
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 18
Pasal 94
Ayat

(1)
Cukup jelas.
(2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.

(1)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.



Ayat

Angka 19

Pasal 104

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Angka 20

Pasal 120

Ayat

Ayat

Ayat

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
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Angka 21
Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 126A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 126B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 126C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 126D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 130A
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 130B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 130C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 130D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah
Anggota BPD, Perangkat Desa, Unsur Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dan Unsur
Perwakilan Tokoh Masyarakat masing-masing RT.
Angka 26
Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 131A
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Sebagai kelengkapan administrasi juga
melampirkan bukti foto copy STTB/ljazah SD/MI
atau sederajat sampai STTB/ l[jazah terakhir yang
telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 132A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 132B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 132C
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 133A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 133B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 133C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Angka 32
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 134A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Pasal 134B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 135A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 135B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 135C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 136
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Angka 41
Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 141A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 141B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 141C
Cukup jelas.
Pasal 141D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 143A
Cukup jelas.
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Angka 44
Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 145A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 145B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 145C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat ()
Cukup jelas.



Pasal 145D
Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 145E
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(1)

Cukup jelas.

(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 145F
Ayat

Ayat

Pasal 145G

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 46
Pasal 146
Ayat
Ayat
Angka 47
Pasal 147A
Ayat
Ayat

Ayat

Ayat

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.



Angka 48
Pasal 153
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 49
Pasal 166A
Ayat
Ayat
Angka 50
Pasal 240
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Angka 51
Pasal 248A
Ayat

Ayat

Ayat
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(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.
(6)
Cukup jelas.
(7)
Cukup jelas.

(1)
Cukup jelas.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Cukup jelas.



Angka 52

Pasal

Pasal II
Cukup jelas.

237
Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat
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(1)

Cukup jelas.

(2)

Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

(5)

Yang dimaksud dengan “Pelaksana Lembaga
Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa” antara lain Perangkat Desa, BPD, Ketua
Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga,
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang
Taruna, Pos Pelayanan  Terpadu, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa.
(6)

Cukup jelas.



